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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988, sebagai berikut: 

 

1. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Baˋ B Be ب

 Taˋ T Te ت

 ṡaˋ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Haˋ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khaˋ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ża Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Şad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ţa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W We و

 Haˋ H Ha ه
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 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Yaˋ Y Ye ى

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis muta’aqqidin متعقدين

ةّ  عد  Ditulis ‘iddah 

 

3. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 

 Ditulis Hibah هبة 

 Ditulis Jizyah جزية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shat, zakat, dan sebagainya, kecuali 

apabila dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 

 ’Ditulis Karāmah al auliyā كرامة الأولياء 

 

b) Apabila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t. 

 

 Ditulis Zakāt al fiṭri زكاة الفطر 

 

 

 

 

4. Vokal Pendek 

 

 Kasrah Ditulis I ـــِ

 Fathah Ditulis A ـــَ

 Dammah Ditulis U ـــُ

 

5. Vokal Panjang 

 

1 
Fathah + alif 

 جاهلية
Ditulis ā – jāhiliyyah 

2 
Fathah + ya’ mati 

 يسعى
Ditulis ā - yas‘ā 
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3 
Kasrah + ya’ mati 

 كريم
Ditulis ī – karīm 

4 
Dammah + wawu mati 

 فروض 
Ditulis ū – furūd 

 

6. Vokal Rangkap 

 

1 
Fathah + ya’ mati 

 بينكم 
Ditulis ai – Bainakum 

2 
Fathah + wawu mati 

 قو ل 
Ditulis au – Qaulun 

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof ( ′ ) 

 

 Ditulis a’antum أأنتم 

 Ditulis u’ iddat أعدت 

 Ditulis la’in syakartum لئن شكر تم 

 

8. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 

 Ditulis al-Qurān القرأن

 Ditulis al-Qiyās القياس 

 

 

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 

 Ditulis as-Samā السماء 

 Ditulis asy-Syams الشمس 

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 Ditulis ذوي الفروض
Żawi al- furūd atau  

Żawil furūd 

 Ditulis أهل السنة
ahl as-sunnah atau 

ahlussunnah 
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ABSTRAK 

A. Rudi Saputra. 200211050107. Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUUXIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah Yang Berhubungan Dengan 

Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. 

Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan Pembimbing II: 

Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH. pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, 

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024 

 

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian, Pasca Nikah, Harta 

Bersama, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif 

 

Perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 serta Pasal 139 hingga Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. Perjanjian kawin yang dilakukan calon pasangan suami istri sebelum atau 

pada saat pernikahan untuk mengatur dampak pernikahan terhadap harta kekayaan 

mereka. Permasalahan dari perundang-undangan dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah, Menurut 

Pasal 147 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut harus 

diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakan dalam suatu 

akta notaris.  Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mempelajari hukum positif 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang 

Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama. 2) Untuk 

mempelajari hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan 

harta bersama.  

Penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan atau Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif  

library research  dengan Pendekatan  analytical approach dan conceptual 

approach.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah study 

dokumenter yaitu study. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dari 

perbandingan hukum Islam dan hukum Positif tentang perjanjian pasca nikah dari 

harta gono gini.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Hukum positif terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah 

yang berhubungan dengan harta bersama,  Kеpastian hukum yang tеlah dijamin 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pеrdata dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974    Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan ‘Harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan’ harus dimaknai ‘harta bersama kecuali 

mengenai hak milik atas tanah dan hak guna bangunan bagi WNI yang menikah 

dengan WNA hanya hak WNI dengan tetap menetapkan asas nasionalitas dan 

tidak merugikan hak-hak WNA di Indonesia sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku’. Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan 

dengan harta bersama, yang diharapkan dalam hukum Islam adalah perjanjian 

perkawinan diatur pula dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 KHI. Perjanjian 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI
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perkawinan termasuk dalam ranah muamalah sebagai suatu perjanjian. Dalam 

muamalah, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melakukan 

perbuatan apa pun, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum 

Islam. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih muamalah kontemporer yang 

menyatakan bahwa praktik muamalah dianggap boleh dilakukan secara asal, 

kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Adapun isi perjanjian perkawinan 

dalam Islam dapat berupa h-h berikut Percampuran harta pribadi berdasarkan 

Ketentuan Pasal 47 KHI, Pemisahan harta pencaharian merujuk pada Pasal 47 

KHI,  Pasal 48 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa apabila dibuat perjanjian 

perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka 

perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga. Kewenangan untuk mengadakan hipotek atas harta 

pribadi dan bersama  sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) KHI.   
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